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A. LATAR BELAKANG

Saat ini desentraisasi telah menjadi perhatian pokok dan menjadi
fenomenal bagi negara-negara di dunia, baik negara berkembang maupun
negara maju. Banyak negara berkembang berputar haluan menuju
desentralisasi fiskal sebagai salah satu upaya melepaskan diri dari berbagai
jebakan ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, serta
ketidakstabilan makro ekonomi(Yuwono dkk., 2008:12) dalam (Rizani dkKk,
2011).Pemerintan  menyelenggarakan ~ pembiayaan  dalam  rangka
melaksanakan asas desentralisasi dibebankan pada APBD. Setiap daerah
diberikan kewenangan sendiri dalam memungut retribusi/pajak dan
pemberian bagi hasil dalam penerimaan dan bantuan keuangan yang dikenal
dengan dana perimbangan didalam meyelenggarakan pelayanan kepada
masyarakat berdasarkan asas desentralisasi. Setiap daerah juga diberikan
kewenangan dalam melakukan pinjaman, baik dari dalam negeri maupun luar
negeri.

Salah satu asas pembangunan daerahadalah desentralisasi, menurut
ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
desentralisasi yaitu penyerahanwewenang pemerintahan olehpemerintah pusat
kepada daerahotonom untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.Perwujudan dari asas

desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah.



Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalamarti daerah diberi kewenanganmengurus dan mengatur Ssemua
urusanpemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat.
Daerahmemiliki kewenangan membuatkebijakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, Prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat
yang bertujuan pada peningkatan kesejahteran masyarakat (Maryati dan
Endarwati, 2010).

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan
desentralisasi fiskal, yaitupelimpahan kewenangan di bidang keuangan
dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerahdalam jumlah yang
sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi
secaraluas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan
sumber daya alam ataupunmemiliki potensi industri dan perdagangan yang
dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan daerah,tetapi juga terjadi pada
daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara
ekonomi,sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal
bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Oktora dan Pontoh, 2013).

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi
pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan
fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan
pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan
eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan



manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif
dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006)
dalam (Arwati dan Hardiati, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber
pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu
menambah investasi belanja modal daerah sehingga secara otomatis mampu
meningkatkan pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah
peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran
belanja modal yang signifikan, hal ini disebabkan karena pendapatan asli
daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja daerah lainnya.
Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang berdampak pada berkurangnya nilai kekayaan bersih sebagai
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Setiap daerah memiliki
kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-
kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan antara daerah satu dengan
yang lain. Pemerintah telah mengatasi masalah ketimpangan ini dengan cara
mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari
pemerintah ialah Dana Alokasi Umum (DAU) vyang pada dasar
pengalokasiannya menekankan kepada aspek pemerataan dan keadilan yang

selasar dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dengan



diadakan transfer dana dari pusat diharapkan pemerintah daerah bisa lebih
mengalokasikan PAD yang didapatkan untuk membiayai belanja modal
daerahnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi akan
mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi
dengan cara melakukan pengelolaan sumber daya yang ada dan membentuk
suatu kemitraan dengan masyarakat untuk mencipakan lapangan pekerjaan
baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi di daerah
tersebut. Pembangunan ekonomi akan terlihat dengan meningkatnya
produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan
kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam Pemerintah Daerah adalah
peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan
belanja modal, hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang
dianggarkan dengan total anggaran belanja modal.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk aset tetap seperti
infrastuktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan
produktivitas perekonomian. Saragih (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan
belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti untuk
melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Stinne
(1994) dalam (Maryati dan Endrawati, 2010) menyatakan bahwa penerimaan

pemerintah hendaknya lebih baik untuk program-program pelayanan publik.



Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja modal
untuk berbagai kepentingan publik.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja
modal dalam APBD untuk menambahkan aset tetap yang dimiliki. Alokasi
belanja modal ini berdasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun
untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi
belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja
rutin yang relatif kurang produktif. Saragih (2013) menyatakan bahwa
pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal
untuk melakukan aktivitas pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah
lebih banyak untuk program-program layanan publik. Pendapat tersebut
menyiratkan pentingnya pengalokasian belanja untuk berbagai kepentingan
publik.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik
untuk mengambil judul penelitian“PENGARUH PERTUMBUHAN
EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL TAHUN 2011 - 2013” (Studi Empiris Kabupaten/Kota Seluruh

Provinsi Jawa Tengah).



B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka, dapat
dirumuskan permasalahan dalam penelitian adalah:
1. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap anggaran
belanja modal?
2. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
anggaran belanja?
3. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

anggaran belanja?

C. TUJUAN PENELITIAN
Maksud dan tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap
anggaran belanja modal.
2. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap anggaran belanja modal.
3. Untuk menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap

anggaran belanja modal.



MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi peneliti, dapat memberikan pemahaman tentang pertumbuhan

ekonomi, pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran

belanja modal.

praktik pada pemerintah daerah, diharapkan dapat

menggunakan dana APBD dengan benar tanpa adanya kecurangan

dalam mengelola dana tersebut.

Bagi akademis, dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya

dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya.

SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam

penelitian ini, maka penulis membaginya ke dalam lima bab berikut:
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PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan
penelitian, manfaat peneltian, dan sistematika
penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjeaskan tentang pengaruh pertumbuhan
ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi

umum terhadap anggaran belanja modal, yang
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terdiri dari pengertian petumbuhan ekonomi,
pendapatan asli daerahn dana alokasi umum, dan
amggaran belanja modal ataupun penjabaran
penelitian  terdahulu, kerangka teoritis, dan
pengembangan hipotesis.

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis peneltian,
populasi, sampel, dan metode pengambilam sampel,
data dan sumber data, metode pengumpulan data,
definisi variabel dan pengukuran variabel, metode
analisis data.

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum
deskripsi objek penelitian, analisis dari data
penelitian serta interpretasi hasil penelitian.
PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian,
dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan

untuk penelitian selanjutnya.



